
 

BUPATI BADUNG 

 

PERATURAN BUPATI BADUNG 

NOMOR 34 TAHUN 2011 

TENTANG 

JANGKA WAKTU PENETAPAN PAJAK DAERAH 

 DALAM PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN 

 PELAPORAN PAJAK TERUTANG   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 46 (empat 

puluh enam) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu 

menetapkan jangka waktu Penetapan Pajak Daerah sebagai dasar 

untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 

terutang ;  

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jangka 

Waktu Penetapan Pajak Daerah Dalam Penghitungan, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Terutang; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 

I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 

Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 

Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten  Badung Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pajak Hotel; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten  Badung Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Pajak Restoran; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten  Badung Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Pajak Hiburan; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten  Badung Nomor 25 Tahun 2001 

tentang Pajak Parkir: 

 

MEMUTUSKAN : 

 Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG JANGKA WAKTU   

PENETAPAN PAJAK DAERAH DALAM PENGHITUNGAN, 

PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK TERUTANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Badung. 

2. Bupati adalah Bupati Badung. 

3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan 

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.  

4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

hotel. 

5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);   

6. Pajak Restoran   adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. 

7. Restoran  adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 

kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/catering. 

8. Pajak Hiburan  adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;   
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10. Pajak Parkir  yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang 

dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan 

oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang 

memungut bayaran dan /atau dibebankan dan menjadi 

tanggungan penyelenggara; 

11. Parkir adalah memangkalkan/menetapkan dengan 

memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang 

(bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat parkir dalam jangka 

waktu tertentu;   

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah 

paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 

wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

yang terutang; 

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang 

tidak sama dengan tahun kalender; 

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian 

Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah; 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya 

pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada 

Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya; 

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 

adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak terutang. 

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 

adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administratif berupa bunga dan/atau denda.   

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Bupati. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 

SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak  

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 
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             BAB II 

               JENIS PAJAK DAERAH 

 

Pasal 2  

Jenis Pajak Daerah terkait jangka waktu penetapan Pajak Daerah sebagaimana 

dimaksud Pasal 1 angka 12 (dua belas) terdiri dari : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan dan 

d. Pajak Parkir. 

 

 

          BAB III 

              JANGKA WAKTU PENETAPAN PAJAK DAERAH  

              DALAM PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN 

         PELAPORAN PAJAK TERUTANG 

 

Pasal 3  

Jangka Waktu Penetapan Pajak Daerah Setiap jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud Pasal 2 huruf a, b, c, dan d ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan 

kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkan pajak yang terutang. 

           

            BAB IV 

         KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4  

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. 

 

Ditetapkan di Mangupura 

pada tanggal 19 Mei 2011 

BUPATI BADUNG, 

 

 ttd. 
 

ANAK AGUNG GDE AGUNG 

 

 

Diundangkan di Mangupura 

pada tanggal 19 Mei 2011 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 

 

 ttd. 
 

KOMPYANG R. SWANDIKA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 23 

 

 

 
 
 


